
WALIKOTA BLITAR 

PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN WALIKOTA BLITAR 

NOMOR 34 TAHUN 2021 

TENTANG 

TATA CARA PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH 

KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM 

TIRTA PATRIA KOTA BLITAR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA BLITAR, 

Menimbang a. babwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 ayat 
(2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tabun 2021 tentang 
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Patria 
Kota Blitar, maka Pemerintab Daerab telah 

menyusun analisis investasi sekaligus rencana bisnis 
Perusahaan Umum Daerab Air Minum Tirta Patria 

Kota Blitar sebagai dokumen pengendalian 
pelaksanaan penyertaan modal; 

b. babwa sebagai pelaksanaan pasal 6 ayat (3) 
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang 
Penyertaan Modal Pemerintab Daerab Kepada Badan 

Usaha Milik Daerab, sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerab Nomor 5 Tahun 2016 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 

Tabun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintab 

Daerab Kepada Badan Usaha Milik Daerah, maka 

dalam pelaksanaan penyertaan modal kepada 
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Patria 
Kota Blitar perlu diatur tata caranya sesuai 
Peraturan Perundang-undangan; 
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c. bahwa berdasarakan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu 
membentuk Peraturan Walikota tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 
Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta 
Patria Kota Blitar 

I. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 
Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang 
Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 
17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang 
Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di 
Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 551); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4279); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Keuangan Negara (Lembaran 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 

Tanggungjawab 
Negara Republik 

66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ); 
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6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 
Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4456); 

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ten tang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tarnbahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4725); 
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5038); 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor5059); 

10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 
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13. Undang--Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang--Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 
14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601); 
15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang 

Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6405); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 

II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3243); 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ten tang 

Pengeioiaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Repubiik 

IndonesiaNomor 5533), sebagaimana teiah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 
27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 

tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5801); 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 

tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5802); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6402); 
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang 

Sadan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2017 Nomor 305 Tambahan Lembaga Negara Nomor 

6173); 
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 
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24. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang 
Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 
26. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 

2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan 

Daerah Air Minum; 
28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 09/PRT/M/2015 tentang Penggunaan 
Sumber Daya Air (Berita Negara Republik 
IndonesiaTahun 2015 Nomor 534); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 120 Tahun 
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah(Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor Ol/PRT/M/2016 tentang Tata Cara 
Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan 
Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara 

Republik !ndonesiaTahun 2016 Nomor 139); 
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31. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat Nomor 19/PRT/M/2016 tentang Pemberian 
Dukungan oleh Pemerintah Pusat dan/atau 

Pemerintah Daerah dalam Kerjasama 

Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum; 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 547); 

33. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 25/PRT/M/2016 tentang Pelaksanaan 

Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum 
untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri oleh Badan 
Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 1006); 
34. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 27 /PRT/M/2016 tentang 

Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum; 
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 

2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi Dari 
Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik 

Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum; 

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 
2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air 
Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 1400); 
37. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7Tahun 

2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1045); 

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 
2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian 

Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris 
dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 700); 
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39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 

2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan 
Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi 

Sadan Usaha Milik Daerah (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 155); 

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 

2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan 
Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban 
Dana Operasional (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1067); 

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 

2019 tentang Sistem lnformasi Pemerintahan Daerah 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 1114); 

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 1781); 

43. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang 
Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Blitar Tahun 2010 Nomor 3); 
44. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang 

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Sadan 
Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Slitar 
Tahun 2013 Nomor 2), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Nomor 3Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal 
Pemerintah Daerah Kepada Sadan Usaha Milik 
Daerah (Lembaran Daerah Kola Blitar Tahun 2016 

Nomor 5); 
45. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4); 

46. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6); 
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47. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah 
Kota BlitarTahun 2019 Nomor 2); 

48. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang 
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Patria 

Kota Blitar (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 
2021 Nomor 2) 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG 
PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL 

TATA CARA 
PEMERINTAH 

DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR 
MINUM TIRTA PATRIA KOTA BL!TAR 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 
lstilah dan Pengertian 

Pasal I 
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan; 

1. Daerah adalah Kota Blitar. 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota 

Blitar. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah lembaga keterwakilan rakyat daerah yang berkedudukan 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah. 
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6. Sadan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya 
disingkat BPKAD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah 
yang membidangi urusan pengelolaan keuangan dan asset daerah. 

7. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang yang selanjutnya 
disebut dengan Dinas PUPR adalah perangkat daerah pada 
pemerintah daerah yang membidangi urusan Pekerjaan U mum Dan 
Penataan Ruang serta urusan pengelolaan surnber air diwilayah Kota 
Blitar 

8. Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya 
disebut Bagian Perekonomian adalah unit kerja dilingkungan 
Sekretariat Daerah Kota Blitar yang mempunyai tugas pokok dan 
fungsi melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Perumda 
Tirta Patria Kota Blitar. 

Sadan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah 

badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dirniliki oleh 
Daerah. 

10. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Patria Kota Blitar yang 
se)anjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Patria adalah BUMD 

yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi 
atas saham dan menyelenggarakan usaha pelayanan air minum serta 
usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya tujuan Perumda 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 

tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Patria Kota Blitar. 
11. Air Baku untuk Air Minum Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut 

Air Baku adalah air yang berasa.l dari permukaan, air tanah, air hujan 
dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku 

untuk Air Min um. 
12. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses 

pengolahan atau tan pa pengolahan yang memenuhi syaratkesehatan. 
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah. 
14. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang 

berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada 
Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar. 

9. 
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15. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka 
penyehatan Perumda Air Minum Tirta Patria Kata Blitar sebagai salah 
satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal Perumda 
Air Minum Tirta Patria Kata Blitar guna memperbaiki kinerja 
dan/atau meningkatkan nilai Perumda Air Minum Tirta Patria Kata 
Blitar. 

16. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang 
mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan 
kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan 
hubungan antar pemangku kepentingan. 

17. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan 
Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah 
yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum 
Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan 
Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak 
diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas. 

18. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Patria Kata Blitar yang 
bertanggungjawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Patria 

Kata Blitar untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta 
Patria Kata Blitar serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Patria Kata 

Blitar baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan 

ketentuan anggaran dasar. 
19. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Patria Kata 

Blitar yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat 

kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air 

Minum Tirta Patria Kata Blitar. 
20. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM 

merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan 

airminum. 
21. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam 

melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana 

yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan air 
minum kepada masyarakat. 

22. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan 
ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi 
kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi 

pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan. 
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23. Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan 
kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang 

meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber 
daya manusia, serta kelembagaan. 

24. Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari adalah air untuk memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk keperluan 
minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah. 

25. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum 
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan 
kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif. 

26. Pelanggan adalah masyarakat atau instansi yang terdaftar sebagai 

penerima layanan Air Minum untuk memenuhi kebutuhansendiri. 
27. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan 

mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Pemerintah 

Daerah yang berhak diperoleh warga negara secaraminimal. 
28. Tarif Air Minum selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa 

Jayanan Air Minum yang ditetapkan Walikota untuk pemakaian setiap 

meter kubik (m3) atau satuan volume lainnya yang diberikan Perumda 
Air Min um Tirta Patria Kata Blitar yang wajib dibayar pelanggan. 

Bagian Ked ua 
Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup 

Pasal 2 

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman kepada Perumda 
Tirta Patria dalam melaksanakan penyertaan modal yang dibebankan 

dalamAPBD. 

Pasal 3 
Peraturan Walikota ini memiliki tujuan untuk mengatur tata cara 

pencairan anggaran sekaligus pelaporan atas pelaksanaan penyertaan 

modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Tirta Patria. 

Pasal 4 

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah: 

a. penyertaan modal; 
b. pencairan penyertaan modal; dan 
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c. kegiatan utama dalam penyertaan Modal yang dilaksanakan 

BAB Il 

PENYERTAAN MODAL 

Pasal 5 
Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Tirta Patria diatur 
dalam Peraturan Daerah dan jumlah besarannya tersebut dalam APBD 

yang dialokasikan pada pos anggaran pengeluaran pembiayaan 
DPA/SKPD. 

BAB lll 
PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL 

Bagian Kesatu 

Persyaratan 

Pasal 6 
Persyaratan Pencairan Penyertaan Modal : 
a. Permohonan tertulis yang disusun dan disampaikan oleh Perumda 

Tirta Patria kepada Walikota dengan tembusan disampaikan kepada 
Sekretaris Daerah 

b. Didalam Permohonan tertulis paling sedikit memuat nomenklatur 

permohon pelaksanaan penyertaan modal tahun berkenaan dengan 
menyebutkan jumlah besaran anggaran 

c. Didalam Permohonan tertulis wajib dilengkapi dengan : 
1) laporan yang dikeluarkan oleh Direksi atas capaian pelaksanaan/ 

progress rencana bisnis Perumda Tirta Patria; 

2) salinan/ fotocopy keputusan pengangkatan Direksi Perumda 

Tirta Patria atau dokumen lain yang dipersamakan yang 
dilegalisir; 

3) salinan/ fotocopy Kartu Tanda Penduduk milik Direksi Perumda 
Tirta Patria yang masih berlaku; 

4) salinan/ fotocopy rekening bank atau rekening giro atas nama 
Perumda Tirta Patria; dan 
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5) laporan rekapitulasi jumlah penyertaan modal yang telah disetor. 
d. Besaran jumlah penyertaan modal yang dimohonkan sesuai dengan 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. 

Bagian Kedua 
Prosedur 

Pasal 7 

(I) Permohonan tertulis yang disampaikan oleh Perumda Tirta Patria 
kepada Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diteruskan 
oleh Sekretaris Daerah kepada Bagian Perekonomian untuk dilakukan 
evaluasi 

(2) Bagian Perekonomian berdasarkan disposisi Sekretaris Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (I) melaksanakan pemeriksaan, 
verifikasi dan evaluasi laporan dan dokumen-dokumen persyaratan 

(3) Bagian perekonomian dalam melaksanakan pemeriksaan, verifikasi 

dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain berpedoman 
pada Peraturan Daerah tentang penyertaan modal juga berdasarkan 
alokasi pembiayaan penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam 
APBD dan dianggarkan dalam DPA/SKPD-PPKD tahun berkenaan 

(4) Berdasarkan hasil pelaksanaan pemeriksaan, verifikasi dan evaluasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang menyatakan lengkap dan 

cukup, Bagian perekonomian menyusun Nata Dinas Sekreta.ris 
Daerah dilengkapi dengan Rancangan Keputusan Walikota tentang 

Persetujuan Pencairan Penyertaan Modal kepada Perumda Tirta Patria 

(5) Persetujuan dalam bentuk Salinan Keputusan Walikota tentang 

Persetujuan Pencairan Penyertaan Modal kepada Perumda Tirta Patria 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan oleh Kepala 

Bagian Perekonomian kepada Direksi Perumda Tirta Patria dan 

kepada Kepala BPKAD. 

(6) Berdasarkan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat 

(5), Kepala BPKAD menyampaikan surat pemberitahuan untuk 
kelengkapan pensyaratan pencairan sesuai penatausahaan keuangan 
daerah kepada Kepala Bagian Perekonomian dengan tembusan 
kepada Direksi Perumda Tirta Patria 
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(7) Kepala Bagian Perekonomian menyampaikan permohonan pencairan 
penyertaan Modal kepada BPKAD dengan dilengkapi persyaratan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6). 

(8) Bendahara pengeluaran SKPKD berdasarkan SPD dan kelengkapan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (7), menerbitkan SPP-LS dilengkapi 
dengan: 
a. surat pengantar SPP-LS; 

b. ringkasan SPP-LS; dan 

c. rincian SPP-LS dan dilampiri dengan salinan SPD 
(9) Penelitian terhadap kelengkapan dokumen SPP-LS sebagaimana 

dimaksud pada ayat (8). dilakukan oleh PPK-SKPKD 
(10) Dalam ha! dokumen SPP-LS sebagaiman dimaksud pada ayat (9), 

dinyatakan lengkap dan sah oleh PPK SKPKD, maka PPKD 
menerbitkan SPM. 

(11) Dalam ha! dokumen SPP-LS sebagaiman dimaksud pada ayat (10), 
dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, PPK-SKPKD 
mengembalikan dokumen SPP-LS kepada Bendahara Pengeluaran 

SKPKD/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk dilengkapi atau 

dibetulkan/diganti. 
(12) Dalam ha! PPKD berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk 

pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangi SPM. 

(13) PPKD menyerahkan SPM kepada Kuasa BUD untuk menerbitkan 

SP2D dengan dilengkapi : 
a. Surat Pengantar SPP-LSi 

b. ringkasan SPP-LS; dan 
c. rincian SPP-LS dengan melampirkan salinan SPD 

(14) Kuasa BUD meneliti kelengkapan SPM, jika dinyatakan lengkap, maka 

Kuasa BUD menerbitkan SP2D paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak 

pengajuan SPM diterima. 

( 15) Dalam hal dokumen SPM dinyatakan tidak lengkap dan/ atau tidak 
sah maka Kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D. 

(16) Kuasa BUD menyerahkan SP2D kepada Bank dan selanjutnya Bank 
mendistribusikan dana kepada penerima Penyertaan Modal melalui 
pemindahbukuan ke nomor rekening penerima Penyertaan Modal. 
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Pasal 8 
Penatausahaan pengelolaan Penyertaan Modal pada Perumda Tirta Patria 

dilakukan dengan berpedoman pada standar akuntansi Pemerintah 

menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 9 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kata 

Blitar. 

Ditetapkan di 
Pada Tanggal 

Blitar 
22 Maret 2021 

WALIKOTA BLITAR 

ttd. 

SANTO SO 

Diundangkan di Blitar 
Pada Tanggal 22 Maret 2021 

SEKRETAR!S DAERAH KOTA BLITAR 

ttd. 

Hermansyah Permadi 

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2021 NOMOR 34 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

AHMAD TOBRONI, S.H. 
NIP. 19670909 199803 1 008 l 
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